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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1. Permohonan dispensasi kawin sering diajukan oleh orang tua dengan 

berbagai alasan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Pertama, 

kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan utama, di mana orang tua 

merasa perlu menikahkan anak perempuannya yang hamil di luar nikah 

untuk menjaga martabat keluarga dan memastikan status hukum anak yang 

akan dilahirkan, mengingat pentingnya kejelasan status anak sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Kedua, faktor ekonomi yang terbatas sering kali 

mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan meskipun belum 

cukup umur, dengan harapan dapat meringankan beban hidup keluarga, 

meskipun keputusan ini tidak selalu menguntungkan bagi masa depan anak. 

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya motivasi untuk 

melanjutkan pendidikan membuat orang tua lebih memilih menikahkan 

anak perempuan mereka lebih awal, tanpa mempertimbangkan dampak 

jangka panjang terhadap hak-hak anak. Ketiga faktor ini menjadi dasar bagi 

orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, meskipun anak 

yang dimaksud belum memenuhi persyaratan usia pernikahan yang diatur 

oleh undang-undang. 

2. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan 

oleh orang tua pemohon dengan alasan bahwa anaknya telah menjalin 

hubungan dengan calon suami dan dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, 

namun belum mencapai usia pernikahan yang dipersyaratkan oleh 

peraturan-undangan. Permohonan ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Payakumbuh Selatan karena tidak terpenuhinya syarat 

batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim 
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mempertimbangkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika 

terdapat alasan yang sangat mendesak , yaitu kondisi dengan bukti-bukti 

yang cukup, PERMA Nomor 5 Tahun 2019  dalam pertimbangannya, hakim 

menyatakan bahwa meskipun anak pemohon dalam keadaan hamil, tidak 

terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut memenuhi 

kriteria "alasan yang sangat mendesak". Menurut penulis pertimbangan 

hakim pada penetapan ini belum tepat karena kehamilan dianggap sebagai 

alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin karena berkaitan 

dengan perlindungan hukum bagi anak, mencegah stigma sosial, serta 

menjaga kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga. 

 

1.2 Saran  

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya, agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan. Kemudian orang tua juga sangat berperan dalam 

memberikan pelajaran kepada anak-anaknya dengan baik mengenai 

pentingnya melangsungkan pernikahan pada saat usia matang untuk 

menikah supaya tidak menimbulkan resiko pada pernikahan dibawah umur. 

2. Kepada Pengadilan Agama untuk lebih selektif dalam memberikan 

dispensasi nikah dan Majelis Hakim harus lebih cermat dan diperketat 

sebelum memberi dispensasi nikah, disamping itu juga dapat menekan 

tingkat pernikahan di bawah umur yang akan dilangsungkan di Pengadilan 

Agama Kota padang, sehingga dapat mengurangi tingkat pernikahan di 

bawah umur yang terjadi di masyarakat.  
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